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Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka pclaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu
disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan
Daerah;

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran
secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat,
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan



.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, = Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
34);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 -
2029.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1:
2,
3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
Bupati adalah Bupati Nganjuk.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan
kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya dapat
mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak
langsung secara signifikan di masa datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan
Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5
(lima) tahun wuntuk menggambarkan kebermanfaatan
Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur
dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa
tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya
pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari
berfungsinya suatu output/keluaran.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan
sumber daya.

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif
berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan
diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan,
fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan
dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk
mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan
operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah
kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam
rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah.
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Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang

dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan
dampak]).

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunan/layanan yang  diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang
telah direncanakan.

Indikator Kinerja Utama adalah wukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang
terseleksi.

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD
yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan
penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:

BABI PENDAHULUAN;

BABII GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
dan

BAB V PENUTUP.
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(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
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Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan
Pariwisata;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Pertanian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Inspektorat Daerah;

Kecamatan Bagor;

Kecamatan Baron;

Kecamatan Berbek;

Kecamatan Gondang;

Kecamatan Jatikalen;

Kecamatan Kertosono;

Kecamatan Lengkong;

Kecamatan Loceret;

Kecamatan Nganjuk;

. Kecamatan Ngetos;

Kecamatan Ngluyu;
Kecamatan Ngronggot;
Kecamatan Pace;
Kecamatan Patianrowo;
Kecamatan Prambon;
Kecamatan Rejoso;



tt. Kecamatan Sawahan,;

uu. Kecamatan Sukomoro;

vv. Kecamatan Tanjunganom,;

ww. Kecamatan Wilangan; dan

xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan
apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan
ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah
memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
(Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.
Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

NIP. 1968050¥ 199202 1 001



LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 -2029
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD). Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029 serta sebagai pedoman sinkronisasi, penyelarasan dan penjabaran visi,
misi dan program unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk, dengan
ini disampaikan dalam penyusunan Rancangan Renstra PD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-
2029, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan
Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a)
penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029; (b)
evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD
masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan
tahun 2029; (c) evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh
kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2029 dalam pencapaian hasil
(outcome); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang
berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) pembangunan daerah.
Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi:
(1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra

PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta
1



atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Forum Perangkat
Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan
(stakeholder) atas kinerja Perangkat Daerah,

termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:
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Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik
di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan
Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan
Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada
Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah
kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam

pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4774)

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
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Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta
Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2025-2045

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun

2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).



28. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2045

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025 - 2029

32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-
2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah
dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana
program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai
penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok

dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Rancangan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun

2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana
program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-
2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan
yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam

penyusunan Renja PD;



d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat

Daerah,

Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat

Sistematika penulisan dokumen Ranwal Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum:;
1.3. Maksud dan Tujuan;

1.4. Sistematika Penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

a Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

b. Sumber Daya Perangkat Daerah;

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

d. Kelompok Sasaran Layanan;

2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;

a. Identifikasi Permasalahan

b. Perumusan isu strategis

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

ISU

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan

sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan

dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-209

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja,

Indikator, Target dan Pendanaan Indikatif;

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program

Prioritas Pembangunan Daerah;



4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat Daerah;
4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
BAB V PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan
Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.
2.1.1 Struktur Organisasi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk
sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk

mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

‘ KEPALA DINAS ‘

SEKRETARIAT
[

KELOMPOK JABATAN ’—‘ et
FUNGSIONAL

SUBKOORDINATOR DAN
T T 7 SUBBAGIAN KELOMPOK JABATAN

[ T 1 UMUM DAN KEPEGAWAIAN \FUNFSIUTAL‘
[T 1

BIDANG KEARSIPAN ‘ BIDANG PERPUSTAKAAN

SUBKOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
I [

[ [ 1 I

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan mempunyai

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai

tugas :

“ membantu Bupati dalam melaksanakan
sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang
Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan,
kebijakan, koordinasi dan pengendalian kegiatan
bidang Perpustakaan dan Kearsipan “.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai
fungsi :
a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di

bidang Kearsipan dan Perpustakaan;

b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan
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d)

g)

h)

operasional bidang Kearsipan dan Perpustakaan
berdasarkan kebijakan dan peraturan
perundang - undangan yang berlaku;
perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan
Perpustakaan;

pelaksanaan kooordinasi antar
badan/kantor/dinas dan wunit kerja lainnya
dalam rangka pelaksanaan di bidang Kearsipan
dan Perpustakaan;

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian
rencana dan program pembangunan di bidang
Kearsipan dan Perpustakaan;

pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan

yang berkaitan dengan bidang Kearsipan dan

Perpustakaan;
pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,

peralatan dan perlengkapan dinas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
Kearsipan dan Perpustakaan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepegawaian

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai Sumber

Daya Manusia. Adapun jumlah pegawai berdasarkan tabel

dibawah ini

Tabel. 2.1.1

Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/Golongan

No Golongan Jumlah Pegawai
5 (orang)
1 v 4
2 II1 9

II 1
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No Golongan Jumlah Pegawai
. (orang)
4 I -
S PPPK 7
6 Non ASN 18
JUMLAH 39

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakan, 2025

Tabel 2.1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis
Jumlah Pegawai (orang)
5 Kelamin
1 Laki-laki 19
2 Perempuan 22
JUMLAH 39

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakan, 2025

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa
potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Nganjuk masih belum mencukupi dari
segi jumlah pegawai. Dengan beban kerja yang semakin meningkat
Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat
penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena
tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka
profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk
mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

dapat dilihat pada tabel dibawah ini
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Tabel 2.1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat

Pendidikan
No Jumlah Pegawai
Pendidikan
. (orang)
1 Pasca Sarjana (S-2 ) 3
2 Sarjana (S-1) 13
3 D-III 3
4 D-II -
5 D-I -
6 SLTA _
7 SLTP -
7 SD -
JUMLAH 21

Sumber: Dinas Kearsipan Dan Perpustakan, 2025

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit

organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural

dan pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan

non struktural masih dibedakan antara jabatan fungsional

umum dan jabatan fungsional khusus. Ketiga pemegang

jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting

didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk

melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun

pemegang jabatan non struktural pada Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk ditunjukkan dengan tabel

berikut ini :

Tabel 2.1.4
No. Jabatan Jumlah Pegawai
(orang)
1 Jabatan Struktural 5
2 Jabatan Fungsional Umum 4

(Staf)
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3 Jabatan Fungsional Khusus:

12

JUMLAH

21

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber: Dinas Kearsipan Dan Perpustakan

Sarana dan Prasarana

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk

terletak di Jalan Mastrip II No. 30 Nganjuk. Lokasi Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan sangat strategis yaitu di tengah kota dan dekat

dengan Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Nganjuk telah tersedia sarana dan prasarana sebagai

berikut :

a.

Kantor Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Nganjuk saat ini

berada di Jalan Mastrip

No.

30 Kabupaten Nganjuk.

Bangunan Kantor Kearsipan dan Perpustakan terdiri 1 (dua)

lantai ada 1 (satu) unit yaitu sebagai ruangan perkantoran,

layanan anak, layanan umum dan depo arsip. Sedangkan DEPO

ARSIP saat ini menempati di Jalan Diponegoro No 40 Kabupaten

Nganjuk.
b. Kendaraan Bermotor Operasional, Barang Elektronik,
Meubelair dan lain-lain terdiri dari
Tabel 2.1.5
Jumlah Sarana Prasarana
No Nama Barang Jumlah Ket.
Toyota Avanza 1.5 MT 2 unit Baik
2 | Toyota Hilux 2.0 (Mobil 2 unit Baik
Perpustakaan Keliling)
3 Mobil elf 1 unit Baik
4 Tossa (Montor Pintar) 2 unit Baik
S Sepeda Motor 2 unit Baik
6 Sepeda Motor 6 unit Baik
7 Dispenser 1 buah Baik
8 Piring 2 dosin Baik
9 Sendok Makan 2 dosin Baik
10 | Sendok Garpu 2 dosin Baik
11 | Gelas 1 dosin Baik
12 | Cangkir 1/2 dosin Baik
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No Nama Barang Jumlah Ket.
13 | Meja Eselon III 1 unit Baik
14 | Meja Eselon IV 5 unit Baik
15 | Meja Staf 12 unit Baik
16 | Laptop 13 unit 2 Rusak
17 | Televisi 6 unit 1 Rusak
18 | Kamera Digital 3 unit Baik
19 | PC Komputer 28 unit 15 Baik
20 | Mesin Faximile 1 buah Baik
21 | Brankas 2 unit Baik
22 | Almari Piring 1 unit 1 Rusak
23 | Almari arsip 10 unit Baik
24 | Almari Buku 25 unit Baik
25 | Jam Dinding S5 buah Baik
26 | Scanner 10 unit 5 Baik
27 | Printer Dot Matrik 2 unit 2 Rusak
28 | Meja Rapat 6 unit Baik
29 | Kursi Rapat 70 set Baik
30 | White Board 2 unit Baik
31 | Rak TV 2 unit Baik
32 | Mesin Ketik Manual 2 unit 1 Baik
33 | Kursi Kerja Eselon IV S unit Baik
34 | Kursi Staf 72 unit Baik
35 | Sofa 3 unit Baik
36 | Printer Scan Kopi 3 unit Baik
37 | Printer 22 unit 14 Baik
38 | Handycam 1 unit Baik
39 | Mesin Foto Copy - unit 1 Rusak
40 | Sound System 2 set 1 Set Rusak
41 | Almari (Roll O Pack) 5 unit Baik
42 | Troli 3 unit Baik
43 | Tangga 1 unit Baik
44 | Rak Arsip 22 unit Baik
45 | Rak Buku Perpustakaan 7 unit Baik
46 | Buku Perpustakaan 34.100 exp Baik
47 | Rak Besi Buku 25 unit Baik
48 | Meja layanan perpustakaan 1 set Baik
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No Nama Barang Jumlah Ket.
49 | Mesin Potong Kertas 1 unit Baik
50 Mesin Jili.d 1 pnit . Baik
51 | Mesin Penyedot Debu 1 unit Baik
52 | Tripod Handycam 1 unit Baik
53 | Genset - unit Baik
54 | Audio Recording 1 unit Baik
55 | AC 25 unit 16 Baik
56 | Mesin Pompa Air + Tandon 1 set Baik
57 | Telepon 1 unit Baik
58 | Telepon ruangan - unit Baik
59 | PABX - unit Baik
60 | Kamera CCTV 8 unit Baik
61 | Tape Wirelles + Mic 3 Set Baik
62 | Wirelles 3 Set Baik
63 | Stand Mic 3 unit Baik
64 | LCD .Proyektor + Layar 3 unit . Baik
65 | Kulkas 1 unit Baik
66 | Kompor Gas + Tabung Elpiji 1 set Baik
Sumber: Dinas Kearsipan Dan Perpustakan
Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah
mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai
diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk  sarana
prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan.
c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan meliputi 2 urusan
yakni Urusan Wajib Kearsipan dan Urusan Wajib
Perpustakaan , dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kearsipan, meliputi:

- Melaksanakan fasilitasi pembangunan dan
pengembangan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan
Daerah);

- Melakukan pendataan dan penataan arsip inaktif daerah;

- Melakukan pengolahan arsip kacau;

- Melakukan penyelamatan arsip daerah melalui alih
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media;

Melakukan penyelamatan arsip daerah melalui fumigasi
dan termit control,

Melaksanakan  fasilitasi pengembangan  kearsipan
daerah, penelusuran arsip bersejarah dan penyusunan
citra daerah;

Melaksanakan pembinaan kearsipan kepada tenaga
kearsipan di lingkungan instansi pemerintah;
Melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan [/
rancangan kebijakan kearsipan, monev kearsipan dan

peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan.

. Pelayanan Perpustakaan:

Menyelenggarakan layanan mobil perpustakaan keliling;
Melaksanakan lombaminat baca (story telling) dan
lombapeningkatan minat baca sesuai jadwal;

Pelayanan anggota perpustakaan secara gratis;
Melaksanakan wisata buku;

Melaksanakan bimbingan bagi pemustaka;
Melaksanakan pemeliharaan program aplikasi
perpustakaan;

Melaksanakan bedah buku local content;

Melaksanakan alih media local content;

Melaksanakan Sosialisasi peningkatan budaya baca
(baca cepat);

Melaksanakan peningkatan kompetensi perpustakaan
sesuai tipologistandart bagi SDM perpustakaan sekolah;
Melaksanakan monev perpustakaan sekolah;
Melaksanakan pendataan perpustakaan masyarakat
/komunitas;

Menyelenggarakan Dongkel Beras (Dongeng keliling
bersama anak sekolah) melui penjemputan siswa, diajak
keliling ke situs sejarah Nganjuk dan berakhir di
Kearsipan dan Perpustakaan

Pelayanan Multi Media

Pelayanan Internet ( Hotspot )

Pelayanan terbitan berkala
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Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, kinerja
pembangunan urusan Wajib Bidang Kearsipan dapat
digambarkan sebagai berikut :
Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait
dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber
informasi bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan
yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan
pemimpin untuk menentukan kebijakan.
Penyelenggaraan program urusan kearsipan dilaksanakan
melalui beberapa kegiatan dengan implementasi sebagai
berikut :
1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
2. Penunjukan dan pemberian Honorarium bagi Tenaga
Kearsipan OPD melalui SK BUPATI Kabupaten Nganjuk
untuk Tenaga Kearsipan OPD tersebut bertugas
melaksanakan pengelolaan arsip aktif dan inaktif OPD dan
mengirimkan laporan berupa daftar arsip inaktif OPD
setiap tribulan kepada Bupati melalui Dinas Kearsipan Dan
Perpustakaan Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan laporan
arsip inaktif tersebut diperoleh deskripsi mengenai kondisi
kearsipan OPD guna ditentukan tindak lanjut
penanganannya.
3. Akuisisi arsip statis baik berupa foto maupun media
lainnya, sehingga dibutuhkan tambahan wawasan tentang
Teknis Penelusuran, Pengelolaan, Penyelamatan dan
Preservasi Arsip Statis.
4. Sosialisasi mengenai penataan arsip keuangan kepada
OPD, SMA Negeri, SMP Negeri dan SMK Negeri se-
Kabupaten Nganjuk.
5. Penyusunan produk hukum kearsipan daerah tahun
berupa :
- Keputusan Bupati Nganjuk No. 3 Th.2003 tentang
Jadwal Retensi Arsip Peraturan Kabupaten Nganjuk

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/
411.101.03/2003 Tentang Pembentukan Tim Penilai
Arsip Pemerintah Kabupaten Nganjuk

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang

Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
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- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyusutan Arsip

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Statis

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 45 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Perlindungan Pengamanan dan Penyelamatan

- Keputusan Bupati Nganjuk No.188/173/K/411.012
/2018 tentang Pengawasan Kearsipan Internal
Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2018 Tentang
Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah Kabupaten
Nganjuk.

- Keputusan Bupati Nganjuk
No.188/190/K/411.012/2018 tentang Pembentukan
Gerakan Sadar Tertib Arsip Pemerintah Kabupaten
Nganjuk

- Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Jadwal
Retensi Arsip (JRA).

- Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Hak Akses Arsip Dinamis Kabupaten Nganjuk Tahun
2019

- Peraturan Bupati Nganjuk No. 53 Th. 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk no. 46 Tahun
2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
Inaktif

- Peraturan Bupati Nganjuk No. 54 Th. 2020 Tentang
Jadwal Retensi Arsip Substantif/Pemerintah Kabupaten
Nganjuk
Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, kinerja

pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat dari
beberapa indikator, yaitu jumlah perpustakaan, tingkat
kunjungan perpustakaan per tahun dan koleksi buku yang
tersedia di perpustakaan daerah. Tujuan dari penyelenggaraan

urusan bidang perpustakaan adalah mengembangkan minat,
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kemampuan dan kebiasaan membaca, mengembangkan
kemampuan mencari, mengolah serta memanfaatkan
informasi serta mendidik masyarakat pada umumnya agar
dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara
tepat guna dan berhasil guna.

Capaian kinerja dari penyelenggaraan Urusan

Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020-2024 sebagai berikut

» Indek Kegemaran Membaca dan Nilai Audit Kearsipan seperti di
bawah ini

Indeks Kegemaran Membaca

Tabel 2.1.6
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Realisasi 62,41 65,33 | 77,26

» Nilai Audit Kearsipan Daerah
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Realisasi 77,44 61,74 | 80,54 | 84,63 90,02

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah
berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode
sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk urusan
wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau
indikator lainnya seperti SDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh

Pemerintah.
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Table 2.1.7

Indikator Kinerja Target 2024 Realisasi 2024 % Capaian Kriteria
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 62,45 77,26 123,71% Sangat Tinggi
Persentase peningkatan pemustaka 10 42,12 421,20% Sangat Tinggi
Indeks hasil pengawasan Kearsipan pada lingkup 81,00 90,02 111,14% Sangat Tinggi
Pemerintahan Daerah
Persentase peningkatan perangkat daerah yang 73,07 73,07 100% Sangat Tinggi
melaksanakan tertib pengelolaan arsip

Sumber: Laporan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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Sumber:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tabel 2.1.8

Laporan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Indikator Kinerja sesuai Target Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke -
No Tugas dan Fungsi NSPK Target IKK Indikator
Perangkat Daerah S Lainnya 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 = 0 0 62.41 | 62.45 63 65 0 62.41 | 62.45 | 70.7 0 0 100 100 | 112.222
Membaca Masyarakat
DR CEECEEE e el 10 10 10 10 10 0 10.34 | 16.72 | 1023 | 42.12 0 103.4 167.2 102.3 | 421.2
pemustaka
Indeks hasil pengawasan
3 Kearsipan pada lingkup 60 65 66 67 81 77.44 | 61.74 | 80.54 | 84.63 90.02 129.067 | 94.9846 122.03 | 126.313 | 111.136
Pemerintahan Daerah
Persentase  peningkatan
PRl CC TSR GeeEl 63 65 66 67 73.07 64 76 88 67.3 73.07 | 101.587 | 116.923 | 133.333 | 100.448 | 100
melaksanakan tertib
pengelolaan arsip
Jumlah
5 pengunjung 124.265 | 49.820 | 51.615|56.776 | 108.057 | 0 | 49528 | o |55357 | 100405 0 99.41 0 97,5 | 9847
perpustakaan
per tahun
Koleksi buku
yang tersedia
6 di 47.597 52597 0 0 47.597 | 46957 | 37037 | 52477 0 46.597 98,66 70,42 99,77 0 97,89
perpustakaan
daerah
Jumlah
7 koleksi judul 0 32.800 33.300 | 33.800 | 34000 32574 | 32697 | 33579 | 33899 0 99,31 98,19 99,34 99,70
buku
perpustakaan
Persentase
perangkat
8 daerah yang 63 65 65 66 67 66 67 67,30 0 67,45 | 104,76 | 103,08 | 103,54 0 100,67
mengelola
arsip secara
baku

22




Tabel 2.1.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk

URAIAN Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata
Tahun Pertumbuhan
2020 202 202 202 | 202 202
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 0 2021 2 2023 | 2024 5 0 2021 2022 3 2024 | 2025 Anggaran
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Program Peningkatan Sistem o o o o o
. . . S S S 0 3
Administrasi Kearsipan = = S 0 © o 0
S S — X ) = N
S S ) %) 0 - -
~ Q < Q q 2 o
N Te) o3 ) )
o 0 o) <+ o
Y — < — %)
Program Penyelamatan de}n S 8
Pelestarian Dokumen Arsip S = 5
Daerah S © 3 © %
) S o
) )
N S
Program Pemeliharaan Rutin S 3
/ Berkala Sarana & Prasarana %' s Q
Kearsipan N ~ N
<+ o ©
[e2] —
Peningkatan Kualitas S S
Pelayanan Informasi o Ne) 0
@ © S o o
0 0 0
I~ o o
2 2
Program Pengemba.mgan 8 8 8 Q' 15
Budaya Baca dan Pembinaan S S 5 @ S Q8 I
Perpustakaan © °Cla Plo @ q ©|xo © o =
o ~ o 10 I~ o) o)
— ~ N N ©
o)} D~ [sp) N~ [}
Program per11ndupgan dan S 2 = S
penyelamatan arsip e o « < N
[+2] 0 < — N 1 |
0 o o I 0
q o q < o
0 ) 0 O
— o0 N —

23




URAIAN Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata
Tahun Pertumbuhan
2020 202 202 202 | 202 202
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 0 2021 2 2023 | 2024 5 0 2021 2022 3 2024 | 2025 Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Program Pengelolaan Arsip 2 2 S S
© @ N ) <+
N 0 D~ Ne] —
D~ (o)} o O ~ 1 1
< < > o 2
N o) ) o)
60 I D )
x <+ <+ I
Program Pelestarian Koleksi 8 S S
Nasional dan Naskah Kuno o D~ )
S ol v o S o
Q! . 0!
— n —
~ < or
Program Pembinaan S T S 10
Perpustakaan o © Q o 0
— — (@) — o
O 0 o o N ~ 1 1
< N < ot L
— o)} n O
o - 0 N
n — )] (ep}
Program Perizinan S
P . g
enggunaan Arsip S .
o
<
S

Sumber: LRA Perangkat Daerah*) Tahun 2020-2024
*) diisi nama Perangkat Daerah
**) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah
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Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing

indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan

target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1.10
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

1. 291%
2. 76% < 90%
3. 66% < 75%
4. 51% < 65%
5. < 50%

Sangat Tinggi
Tinggi

Sedang’
Rendah

Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat

dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih

target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.11
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan
Penganggaran

Program Penunjang Urusan 0 % =

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Kebijakan Yang
Target Renstra PD Diambil

Penilaian SAKIP di tribulan II - -

Program pembinaan perpustakaan o -
(25.448 Kunjungan)

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Kebijakan Yang
Target Renstra PD Diambil

Di Tribulan 1 belum melaksanakan | Masih belum mencapai | Menambah frekuensi

pelayanan secara maksimal target pelayanan
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Program Perangkat Daerah Capaian Kinerja Predikat

Program Pengelolaan Arsip 34,61%

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Kebijakan Yang Diambil
Target Renstra PD

Sesuai yang ditargetkan 18 Sudah sesuai dengan | -

perangkat daerah target

Program Perlindungan dan 0% -

Penyelamatan Arsip

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap | Kebijakan Yang Diambil
Target Renstra PD

Kegiatan direncanakan di| - -
tribulan IV

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV

d. Kelompok Sasaran Layanan
Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kab Nganjuk adalah semua Perangkat Daerah di kab
Nganjuk, BUMD dan Ormas dalam rangka pemanfaatan dan
pengelolaan, sebagai koordinator pengelolaan digitalisasi kearsipan
(aplikasi Srikandi) serta pelayanan jasa perpustakaan untuk masyarakat

umum tanpa terkecuali.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target
kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja
Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator
kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

Dari indikator sasaran kinerja yang mendukung tercapainya sasaran
meningkatnya tata Kelola kearsipan daerah dari semua target yang
tertuang dalam Renja Tahun 2024 semua hasil capaian kinerjanya
mencapai 100%. Dari 5 (lima) indikator tersebut setelah dilakukan
analisa oleh karena capaian kinerja bidang kearsipan dengan sasaran
"Meningkatnya Kepatuhan OPD, Ketersediaan Arsip yang Otentik, Utuh,
Terpercaya sesuai NSPK” mencapai angka 73,07% Bila dibandingkan
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rentang nilai batasan capaian kinerja maka untuk sasaran bidang
kearsipan kurang dari 100% sehingga untuk kategori capaiannya bisa
dinyatakan “Sedang”.

Untuk indikator sasaran kinerja yang mendukung tercapainya sasaran
meningkatnya kualitas peningkatan pengunjung perpustakaan daerah,
dari semua target yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 semua
capaian kinerjanya mencapai 100%. Sedangkan indikator sasaran yang
melebihi target Renja Tahun 2024 ada satu indikator yaitu Jumlah
pengunjung perpustakaan dalam satu tahun target 10% realisasi 42,12
sehingga capaian sebesar 412,2%.

Indikator tersebut setelah dilakukan analisa maka rata-rata capaian
kinerja bidang perpustakaan dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Perpustakaan” mencapai angka 421,2%. Bila dibandingkan
rentang nilai batasan capaian kinerja maka untuk sasaran bidang
perpustakaan pada rentang antara lebih dari 100% dengan demikian
capaian kinerja pada bidang perpustakaan dapat dinyatakan berkategori

“Sangat Tinggi”.
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2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.
Permasalahan :

Pengelolaan perpustakaan masih belum sesuai NSPK

Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan

Pengamanan Koleksi dari kehilangan dan kerusakan

Masih terdapat pengelolaan arsip yang belum sesuai NSPK

Kerusakan dan kehilangan arsip

Masih terdapat pengelolaan arsip secara konvensional

No g R

Pengamanan Arsip dari akses yang tidak sah / penyalahgunaan
Hambatan :

1. Kurangnya minat baca masyarakat

Teknologi yang tidak memadai dalam pengelolaan perpustakaan

Kurangnya kesadaran akan pentingnya arsip dan pengelola arsip

> oW

. Teknologi yang tidak memadai sehingga menghambat pengelolaan arsip
digital

Tantangan

tantangan dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah.

Keamanan Arsip

Pengelolaan Arsip Elektronik

Pengelolaan arsip yang mudah diakses

Perkembangan teknologi informasi yang pesat

Pengelolaan koleksi digital

o 0k L=

Peningkatan layanan yang lebih menarik dan relevan bagi pengguna
Isu Strategis

Isu - isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk sebagai
berikut : (perlu identifikasi pokok masalah/ isu strategis)

Pengelolaan Arsip Digital

Pelestarian Arsip

Aksebilitas Arsip

Pengembangan koleksi digital

Aksebilitas dan inklusi

A O i

Meningkatkan Literasi Informasi masyarakat melalui layanan

perpustakaan
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Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan Kabupaten Nganjuk kedepan antara lain :

1. Digitalisasi arsip memudahkan Pencarian, akses dan pengelolaan Arsip
yang lebih cepat dan mudah

2. Penyediaan hak akses berjenjang memastikan informasi yang tepat, dapat
diakses oleh orang yang tepat

3. Transformasi digital dapat mengurangi biaya operasional dan
meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perpustakaan
Perpustakaan dapat berperan sebagai pusat literasi informasi, membantu
pengguna mengembangkan keterampilan mencari, mengevaluasi, dan

menggunakan informasi secara efektif.
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Tabel 2.2.1

Penentuan isu-isu strategis

Potensi daerah

yang menjadi

Isu KLHS yang

Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan

Dengan Perangkat Daerah

Isu Strategis

Perangkat Daerah

kewenangan Permasalahan Perangkat Daerah relevan dengan
Perangkat Perangkat Daerah Global Nasional Regional
Daerah
Pendidikan dan | 1. Pengelolaan perpustakaan Pengembangan Perkembangan ¢ Pengembangan

koleksi digital

Literasi masih belum sesuai NSPK literasi masyarakat teknologi informasi « Meningkatkan
2. Rendahnya kunjungan dan digitalisasi Literasi Informasi
masyarakat
masyarakat ke perpustakaan melalui layanan
3. Pengamanan Koleksi dari perpustakaan
kehilangan dan kerusakan
Perubahan sosial o Aksebilitas dan
s
dan demografi Hest
Pengelolaan 1. Masih terdapat pengelolaan Tata kelola Transformasi digital e Pengelolaan
arsip arsip yang belum sesuai NSPK pemerintahan yang dan tuntutan Arsip Digital

2. Kerusakan dan kehilangan
arsip

3. Masih terdapat pengelolaan
arsip secara konvensional

4. Pengamanan Arsip dari akses
yang tidak sah /
penyalahgunaan

baik

digitalisasi arsip

e Pelestarian Arsip
e Aksebilitas Arsip
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3.1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Tujuan jangka menengah Urusan Kearsipan dan Perpustakaan
merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu S (lima) tahun, yang dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk
mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan
pada akhir periode perencanaan.

Sasaran jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Nganjuk adalah hasil rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah,
dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompoksasaran yang dilayani,
tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan
daerah.

Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029,
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk mendukung Visi
“Mewujudkan Kabupaten Nganjuk Yang Maju, Sejahtera Dan
Bermartabat” dan Misi ke 4 “Meningkatkan kualitas , pelayanan, mutu
pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan Sumber Daya
Manusia yang berkualitas” dengan Program Unggulan ke -4 “Peningkatan
akses dan kualitas pendidikan”.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan maka tujuan dan sasaran Renstra
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

sebagaimana tabel berikut:
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TABEL 3.1.1 TUJUAN DAN SASARAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN TARGET TAHUN
BASELINE
SASARANIREIMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
bl A= 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Meningkatnya literasi | Meningkatnya kegemaran Indeks Hasil Pengawasan 90,02 90,03 90,04 90,05 90,06 90,07 90,08
masyarakat membaca, Meningkatnya Kearsipan pada Lingkup
Tata Kelola Arsip Pemerintahan Daerah
(Indeks)
Nilai  tingkat kegemaran (77,26 77,5 77,75 78 78,25 78,5 78,75
membaca masyarakat (Nilai)
Meningkatnya Layanan Persentase peningkatan |42,12 10 10 10 10 10 10
Perpustakaan pemustaka (%)
Meningkatnya tertib | Persentase perangkat | 73,07 92,31 100 100 100 100 100
pengelolaan arsip daerah yang tertib
pengelolaan arsip (%)
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3.1.2. Penahapan Pembangunan Tahunan dalam Rangka Pencapaian

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Penahapan pembangunan merupakan instrumen krusial dalam
menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara
substantif, penahapan ini merepresentasikan prioritas pembangunan
tahunan yang disusun secara sistematis dan logis.

Proses ini berfungsi sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan
sasaran strategis jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang termaktub
dalam Renstra. Dengan memfragmentasi target jangka panjang menjadi
sasaran kinerja tahunan. Dengan demikian, penahapan Renstra PD adalah
mekanisme utama untuk mencapai akuntabilitas kinerja dan mewujudkan
visi pembangunan daerah secara konsisten. Berdasarkan Strategi Renstra
diatas dapat kami sajikan Penahapan Renstra Dinas Kearsipan dan

Perpustakaan sebagai berikut :
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Tabel 3.1.2

Penahapan Renstra

Tahap I (2026)

Tahap II (2027)

Tahap III (2028)

Tahap IV (2029)

Tahap V (2030)

Melaksanakan
pengawasan dan
pemetaan arsip

dinamis di seluruh

perangkat daerah

Membangun pusat

penyimpanan arsip yang

aman dan andal

Mengembangkan fitur baru

pada SIKD untuk

meningkatkan efisiensi

Menetapkan pedoman

retensi  arsip

yang
berlaku untuk seluruh

perangkat daerah

Mempublikasikan
khazanah arsip statis
melalui pameran atau

media elektronik

Mengembangkan Mengimplementasikan SIKD | Melaksanakanrestorasi dan | Melaksanakan Melaksanakan

system informasi | di sebagian Perangkat | konservasi arsip statis yang | verifikasi dan validasi | digitalisasi arsip statis
kearsipan dinamis | Daerah secara bertahap rusak data arsip secara | secara menyeluruh
(SIKD) terintegrasi berkala

Melakukan sosialisasi | Melakukan pendataan arsip | Melakukan penelusuran dan | Mengusulkan Melaksanakan
pengelolaan arsip | statis di Lembaga Pendidikan | akuisisi arsip statis dari | pemusnahan arsip | verifikasi dan validasi
kepada perangkat | dan organisasi | tokoh =~ Masyarakat atau | yang tidak memiliki | data arsip secara
daerah kemasyarakatan swasta nilai guna berkala

Melakukan pemetaan | Meluncurkan aplikasi | Melakukan akreditasi | Melakukan  verifikasi | Mempublikasikan

dan pembinaan | perpustakaan digital yang | perpustakaan sekolah dan | dan validasi data | indeks tingkat literasi
keberadaan layanan | dapat diakses Masyarakat desa koleksi perpustakaan | masyarakat
perpustakaan secara berkala
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Tahap I (2026)

Tahap II (2027)

Tahap III (2028)

Tahap IV (2029)

Tahap V (2030)

Mengembangkan Menyelenggarakan pelatihan | Memperluas layanan | Mengoptimalkan Mengelola dan
koleksi buku digital (e- | dan pengembangan | perpustakaan keliling ke | pemanfaatan teknologi | mengembangkan media
book) untuk layanan | kompetensi pustakawan wilayah yang belum | informasi untuk | sosial perpustakaan
perpustakaan digital terjangkau layanan perpustakaan | untuk promosi
Mengadakan program Mengadakan lomba-lomba | Mengembangkan

sosialisasi minat baca kreatif terkait literasi Kerjasama dengan

di sekolah-sekolah

komunitas literasi
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3.2

3.3.

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Tahun 2025-2029
Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan
langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa
optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas
dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran
Renstra. Maka dalam menentukan strategi pencapaian dari tujuan dan
sasran yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab
Nganjuk memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan pada
RPJMDKab NganjukTahun 2025-2029. Adapun strategi dalam mencapai
tujan Renstra sebagai berikut :
Tujuan : Meningkatnya kegemaran membaca
Meningkatnya tata kelola arsip
Sasaran : Meningkatnya layanan perpustakaan
Meningkatnya tertib pengelolaan arsip
Strategi : Program dan kegiatan inovatif, kolaborasi lintas sektor,
peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi digital, serta

penguatan pengawasan dan evaluasi

Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Tahun 2025-2029

Sedangkan perumusan arah dan kebijakan, dirumuskan melalui
kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang
dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Nganjuk

dalam lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut :
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Tabel 3.3.1
Arah Kebijakan Renstra

No. Operasionalisasi NSPK Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket.

1 Undang-undang Nomor 43 Tahun | Penguatan Pondasi Percepatan Pengelolaan penciptaan dan penggunaan
2009 tentang Kearsipan Pembangunan Daerah arsip yang sesuai NSPK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Pengembangan sistem kearsipan
28 Tahun 2012 tentang Peningkatan aksebilitas arsip
Pelaksanaan Undang Undang Pengamanan Arsip
Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan

2 Undang-undang Nomor 43 Tahun Pelaksanaan pengembangan layanan
2007 tentang Perpustakaan perpustakaan dan digitalisasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor perpustakaan

24 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 2007 tentang

Perpustakaan
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

4.1

BIDANG URUSAN

Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator,
Target, dan Pendanaan Indikatif

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu.
Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD.
Sejauh mungkin diidentifikasi berbagai program ataupun kegiatan yang
merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan
ataupun program pemerintah, serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan
kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka itu perlu
diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan
program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu
dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah
ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang mempedomani RPJPD
Kabupaten Nganjuk, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Nganjuk menetapkan:
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TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- Meningkatnya literasi

masyarakat

Meningkatnya kegemaran|
membaca, Meningkatnya Tata
Kelola Arsip

Indeks Hasil Pengawasan
Kearsipan pada Lingkup
Pemerintahan Daerah (Indeks)

Nilai
membaca masyarakat (Nilai)

tingkat kegemaran)|

Meningkatnya Layanan

Perpustakaan

Persentase peningkatan|

pemustaka (%)

Meningkatnya pengelolaan|

perpustakaan sesuai standart

Persentase perpustakaan yang
ber SNP (%)

2.23.02 - PROGRAM
PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN

Terlaksananya Pengelolaan
Perpustakaan

Jumlah Data dan informasi

Perpustakaan (Dokumen)

2.23.02.2.01 - Pengelolaan
Perpustakaan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan padal
Satuan Pendidikan Dasar dan|
yang Dilakukan Pembinaan|
dalam Mewujudkan Standar
Nasional Perpustakaan

(Perpustakaan)

2.23.02.2.01 - Pengelolaan
Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan yang
Dikembangkan di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sesuai Standar Nasional
Perpustakaan di Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai

Kewenangannya

(Perpustakaan)

2.23.02.2.01 - Pengelolaan
Perpustakaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah tenaga perpustakaan
yang ditingkatkan kapasitasnya
dan mendapat sertifikasi

Tenaga Perpustakaan dan

Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota (Orang)

2.23.02.2.01 - Pengelolaan
Perpustakaan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan Dasar dan|
yang Dilakukan Pembinaan
dalam Mewujudkan Standar
Nasional Perpustakaan

(Perpustakaan)

2.23.02.2.01.0004 - Pembinaar]
Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan Dasar di Seluruh
Wilayah Kabupaten/Kota
Sesuai dengan Standar

Nasional Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan yang
Dikembangkan di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Sesuai Standar Nasional
Perpustakaan di Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya

(Perpustakaan)

2.23.02.2.01.0011 -
Pengembangan Perpustakaan
di Tingkat Daerah|
Kabupaten/Kota

Jumlah tenaga perpustakaan
yang ditingkatkan kapasitasnya
dan mendapat sertifikasi

Tenaga Perpustakaan dan

Pustakawan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota (Orang)

2.23.02.2.01.0016 -
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan|
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan informasi

Perpustakaan (Dokumen)

2.23.02.2.01.0017 Penyusunan|
Data dan
Informasi Perpustakaan

Terlaksananya Pembudayaan
Gemar Membaca

Jumlah Duta Baca/Bunda

Baca/Bunda Literasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota yang
dipilih dan didukung|

kegiatannya (Orang)

2.23.02.2.02 - Pembudayaan
Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah layanan perpustakaan|
berbasis inklusi sosial di

wilayah Kabupaten/Kota yang

dikembangkan (Perpustakaan)

2.23.02.2.02 - Pembudayaan
Gemar Membaca Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Lokus Pembudayaan
Kegemaran Membaca dan
Literasi pada Satuan
Pendidikan Dasar dan
Masyarakat (Lokus)

2.23.02.2.02 - Pembudayaan
Gemar Membaca Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Penghargaan
Gerakan Budaya Gemar
Membaca Tingkat Kabupaten
Kota (Orang)

2.23.02.2.02 - Pembudayaan
Gemar Membaca Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Duta Baca/Bunda

Baca/Bunda Literasi Tingkaf]
Daerah Kabupaten/Kota yang
dipilih dan didukung

kegiatannya (Orang)

2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan
Duta Baca/Bunda Baca/Bunda
Literasi Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial di
wilayah Kabupaten/Kota yang
dikembangkan (Perpustakaan)

2.23.02.2.02.0007 -
Pengembangan Literasi

Berbasis Inklusi Sosial

Jumlah Orang yang
Mendapatkan Penghargaan
Gerakan Budaya Gemar
Membaca Tingkat Kabupaten
Kota (Orang)

2.23.02.2.02.0009 - Pemberian
Penghargaan Gerakan Budaya

Gemar Membaca

Jumlah Lokus Pembudayaan
Kegemaran Membaca dan
Literasi pada Satuan
Pendidikan Dasar dan

Masyarakat (Lokus)

2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi
Budaya Baca dan Literasi padg
Satuan Pendidikan Dasar dan

Masyarakat
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Meningkatnya koleksi bahan Persentase peningkatan bahan| 2.23.02 - PROGRAM
pustaka pustaka (%) PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN

Persentase peningkatan bahan| Jumlah Bahan Perpustakaan [2.23.02.2.01 - Pengelolaan

pustaka yang dikelola dan| Perpustakaan Tingkat Daerah
dikembangkan untuk
Mewujudkan Keberagaman Kabupaten/Kota
Koleksi Perpustakaan
(Eksemplar)
Jumlah Layanan Perpustakaan| 2.23.02.2.01 - Pengelolaan
Elektronik yang Dikembangkan Perpustakaan Tingkat Daerah
dengan Manajemen Layanan
TIK (Perpustakaan) Kabupaten/Kota
Jumlah perpustakaan umum|2.23.02.2.01 - Pengelolaan
dan khusus yang dibina sesuai ’
kewenangan Kabupaten/Kota Perpustakaan Tingkat Daerah
dalam mewujdukan Standar | Kabupaten/Kota
Nasional Perpustakaan
(Perpustakaan)
Jumlah perpustakaan umum|2.23.02.2.01.0013 - Pembinaar]
dan khusus yang dibina sesuai p K
kewenangan Kabupaten/Kotal erpusta 'aan Umum dan
dalam mewujdukan Standar Khusus Tingkat
Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota
(Perpustakaan)
Jumlah Bahan Perpustakaan |2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan|

. dan
yang dikelola dan|
dikembangkan untuk Pengembangan Bahan
Mewujudkan Keberagaman Perpustakaan
Koleksi Perpustakaan
(Eksemplar)
Jumlah Layanan Perpustakaan| 2.23.02.2.01.0020
Elektronik yang Dikembangkan| Pengembangan dan
dengan Manajemen Layanan |Pemeliharaan Layanan
TIK (Perpustakaan) Perpustakaan Elektronik
Meningkatnya tertib Persentase perangkat daerah

pengelolaan arsip
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

yang tertib pengelolaan arsip|
(%)

Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah (Nilai)

2.24.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Evaluasi Kinerja, dan Data
Kinerja Perangkat Daerah
Yang Tepat Waktu dan
Substansi

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen

DPA-SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah (Dokumen)

2.24.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan

2.24.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (Laporan)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

2.24.01.2.01.0001
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.01.0002 - Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.01.0003 - Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen

DPA-SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.01.0004 - Koordinasi
dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.01.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD (Laporan)

2.24.01.2.01.0006 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Tersedianya Gaji dan
Tunjangan ASN Yang Tepat
Waktu

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/bulan)

2.24.01.2.02 - Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN
(Orang/bulan)

2.24.01.2.02.0001 Penyediaan|
Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersusunnya Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
Yang Tepat Waktu dan Akurat

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Laporan)

2.24.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD (Laporan)

2.24.01.2.02 - Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

(Laporan)

2.24.01.2.02.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan|
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan

Keuangan

2.24.01.2.02.0007 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/

Triwulanan/ Semesteran SKPD|
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Bulanan/Triwulanan/Semesteral
n SKPD (Laporan)

Tersusunnya Laporan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah Yang Tepat Waktu dan|

Jumlah Laporan Rekonsiliasi
dan  Penyusunan Laporan|
Barang Milik Daerah pada
SKPD (Laporan)

2.24.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Akurat

Jumlah Laporan Rekonsiliasi
dan  Penyusunan Laporan|
Barang Milik Daerah pada
SKPD (Laporan)

2.24.01.2.03.0005 -
Rekonsiliasi dan Penyusunan|
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Terlaksananya administrasij

kepegawaian Perangkat

Daerah yang memadai

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan (Orang)

2.24.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas|
beserta Atribut Kelengkapan|
(Paket)

2.24.01.2.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas|
beserta Atribut Kelengkapan
(Paket)

2.24.01.2.05.0002 - Pengadaar|
Pakaian Dinas beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan (Orang)

2.24.01.2.05.0010 - Sosialisasi
Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Pelayanan
Perkantoran Yang Layak Pakai

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

2.24.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi

Kunjungan Tamu (Laporan)

2.24.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

2.24.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
(Paket)

2.24.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan|
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

2.24.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

2.24.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

2.24.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan (Paket)

2.24.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

2.24.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Paket)

2.24.01.2.06.0002 Penyediaan|
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang

2.24.01.2.06.0003 -
Penyediaan Peralatan Rumah
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Disediakan (Paket) Tangga

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
(Paket)

2.24.01.2.06.0004 Penyediaan|
Bahan Logistik
Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan|
dan Penggandaan yang
Disediakan (Paket)

2.24.01.2.06.0005 -
Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

2.24.01.2.06.0006 -
Penyediaan Bahan Bacaan dar
Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Laporan Fasilitasi

Kunjungan Tamu (Laporan)

2.24.01.2.06.0008 - Fasilitasi

Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

2.24.01.2.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Tersusunnya Laporan
Penatausahaan Perkantoran
Yang Tepat Waktu dan Akurat

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
(Dokumen)

2.24.01.2.06 - Administrasi

Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis]
pada SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip Dinamis]
pada SKPD (Dokumen)

2.24.01.2.06.0010 -
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
(Dokumen)

2.24.01.2.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Tersedianya Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah Yang Layak Pakai

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas|
Operasional atau Lapangan|
yang Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung|
Kantor atau Bangunan Lainnya

yang Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Jumlah Unit Kendaraan

2.24.01.2.07.0001 - Pengadaa
Kendaraan Perorangan Dina:
atau Kendaraan Dinas Jabatan
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan (Unit)

Jumlah Unit Kendaraan Dinas|
Operasional atau Lapangan|
yang Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07.0002 - Pengadaar
Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07.0005 - Pengadaa
Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07.0006 - Pengadaa

Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07.0009 - Pengadaa
Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)

2.24.01.2.07.0011 - Pengadaar|
Sarana dan Prasarana|
Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Jasa Pelayanan

Perkantoran Yang Memadai

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang

Disediakan (Laporan)

2.24.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan|
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (Laporan)

2.24.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang

Disediakan (Laporan)

2.24.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat (Laporan)

2.24.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan

Jasa Surat Menyurat (Laporan)

2.24.01.2.08.0001 Penyediaan|
Jasa Surat
Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)

2.24.01.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Laporan)

2.24.01.2.08.0003 Penyediaan|
Jasa Peralatan dan|

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan (Laporan)

2.24.01.2.08.0004 -
Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Terlaksananya Perawatan
Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Yang Layak
Pakai

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

2.24.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah  Kendaraan Dinas|
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan dibayarkan|
Pajak dan

2.24.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan|
dibayarkan Pajaknya (Unit)

2.24.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Mebel yang Dipelihara
(Unit)

2.24.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)
Jumlah Peralatan dan Mesin  |2.24.01.2.09 - Pemeliharaan
Lainnya yang Dipelihara (Unit)| Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan Perorangan| 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan)|
Dinas atau Kendaraan Dinas] Jasa ) .
o Pemeliharaan, Biaya
J?batan yangl Dlpellharz.a dan| Pemeliharaan, dan  PajaK
dibayarkan Pajaknya (Unit) Kendaraan Perorangan Dinas|
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah  Kendaraan Dinas|2.24.01.2.09.0002 Penyediaan|
: Jasa
| at [
Operas.|onta atau .apangan Pemeliharaan, Biaya
yaﬁg Dlpel|ha|ia ldan dlbayarlfan Pemeliharaan, Pajak dan
Pajak dan Perizinannya (Unit) Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Mebel yang Dipelihara |2.24.01.2.09.0005 -
(Unit) Pemeliharaan Mebel
Jumlah Peralatan dan Mesin  |2.24.01.2.09.0006 -
Lainnya yang Dipelihara (Unit)| Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 2.24.01.2.09.0009
: Pemeliharaan/Rehabilitasi
Bangunan Lainnya yang Gedung Kantor dan Bangunan
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) .
Lainnya
Meningkatnya pengelolaan| Tingkat ketersediaan arsip 2.24.02 - PROGRAM
arsip (Perangkat Daerah) PENGELOLAAN ARSIP
Terlaksananya pengelolaan[ Jumlah Arsiparis yang dipilih[ 2.24.02.2.01 - Pengelolaan

arsip dinamis

dan  didukung
(Orang)

kegiatannya

Arsip Dinamis Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Arsip Dinamis

Kewenangan Kabupaten/Kota

2.24.02.2.01 - Pengelolaan
Arsip Dinamis Daerah

Kabupaten/Kota
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(Laporan)

Jumlah Naskah Dinas yang
Diciptakan dan Digunakan
(Berkas)

2.24.02.2.01 - Pengelolaan
Arsip Dinamis Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah Naskah Dinas yang
Dilakukan Pemeliharaan dan

Penyusutan (Berkas)

2.24.02.2.01 - Pengelolaan
Arsip Dinamis Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah OPD kab/kota, BUMD
kab/kota, ORMAS/ORPOL|
kab/kota, dan LKD kab/kota|
telah mengimplementasi
pengelolaan arsip dinamis
(Instansi)

2.24.02.2.01 - Pengelolaan
Arsip Dinamis Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Naskah Dinas yang
Diciptakan dan Digunakan
(Berkas)

2.24.02.2.01.0001 - Penciptaar
dan Penggunaan Arsip Dinami

Jumlah Naskah Dinas yang
Dilakukan Pemeliharaan dan

Penyusutan (Berkas)

2.24.02.2.01.0002 -
Pemeliharaan dan Penyusutan
Arsip Dinamis

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Arsip Dinamis
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Laporan)

2.24.02.2.01.0003 -
Pengawasan Arsip Dinamis

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Arsiparis yang dipilih
dan didukung kegiatannyal
(Orang)

2.24.02.2.01.0007 - Pemilihan

Arsiparis Teladan

Jumlah OPD kab/kota, BUMD)
kab/kota, ORMAS/ORPOL
kab/kota, dan LKD kab/kota
telah mengimplementasi
pengelolaan arsip dinamis

(Instansi)

2.24.02.2.01.0010 - Pembinaar]
Kearsipan kewenangan

Kabupaten/Kota
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Terlaksananya pengelolaan|
arsip statis

Jumlah Arsip Statis yang
Dilakukan Akusisi,
Pengolahan, Preservasi dan
Akses Arsip Statis (Arsip)

2.24.02.2.02 - Pengelolaan
Arsip Statis Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah penerbitan naskah
sumber Arsip (Naskah)

2.24.02.2.02 - Pengelolaan
Arsip Statis Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah penerbitan naskah|
sumber Arsip (Naskah)

2.24.02.2.02.0003 -
Pengembangan Khazanah
Arsip Statis melalui Penerbitan

naskah sumber Arsip

Jumlah Arsip Statis yang
Dilakukan Akusisi,
Pengolahan, Preservasi dan
Akses Arsip Statis (Arsip)

2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi,
Pengolahan, Preservasi, dan
Akses Arsip Statis

Terlaksananya Pengelolaan
Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil
Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota (Laporan)

2.24.02.2.03 - Pengelolaan
Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Penyediaan
Informasi, Akses dan Layanan
Kearsipan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Melalui JIKN
(Pengguna)

2.24.02.2.03 - Pengelolaan|
Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat

Kabupaten/Kota

Jumlah Layanan Penyediaan
Informasi, Akses dan Layanan
Kearsipan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Melalui JIKN

(Pengguna)

2.24.02.2.03.0001 -

Penyediaan Informasi, Akses|
dan Layanan Kearsipan
Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota Melalui JIKN
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(07)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

Jumlah Laporan Hasil
Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota (Laporan)

2.24.02.2.03.0002 -
Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kearsipan dan Lembaga
Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota
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TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR OUTCOME 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME 2024
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN 1.175.404.000,00 1.121.609.450,00 1.147.900.000,00 1.154.200.000,00 1.154.200.000,00
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN 1.152.968.900,00 1.098.609.450,00 1.124.900.000,00 1.131.200.000,00 1.131.200.000,00
. Dinas/Badan yang
Meningkatnya pengelolaan | Persentase perpustakaan X .
. 10 10 10 951.968.900,00 10 868.000.000,00 10 873.700.000,00 10 879.500.000,00 10 879.500.000,00 | menangani Bidang
perpustakaan sesuai standart yang ber SNP (%)
Perpustakaan
Dinas/Badan yang
. . Persentase peningkatan i .
Meningkatnya koleksi bahan pustaka bah taka (%) 5 5 5 201.000.000,00 5 230.609.450,00 5 251.200.000,00 5 251.700.000,00 5 251.700.000,00 | menangani Bidang
ahan pustaka
p o Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN
KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH 22.435.100,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
KUNO
Persentase peningkatan Dinas/Badan yang
Meningkatnya  pelestarian  koleksi . . . .
kah kuno naskah kuno yang dilestarikan 10 10 10 22.435.100,00 10 23.000.000,00 10 23.000.000,00 10 23.000.000,00 10 23.000.000,00 | menangani Bidang
naska
(%) Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEARSIPAN 10.303.387.833,00 10.363.387.833,00 10.418.387.833,00 10.483.387.833,00 10.543.387.833,00
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9.648.387.833,00 9.648.387.833,00 9.648.387.833,00 9.648.387.833,00 9.648.387.833,00
KABUPATEN/KOTA
Dinas/Badan yang
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja
L 74 75 75 9.648.387.833,00 75 9.648.387.833,00 76 9.648.387.833,00 76 9.648.387.833,00 76 9.648.387.833,00 | menangani Bidang
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Nilai) .
Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN
ARSIP 635.000.000,00 690.000.000,00 740.000.000,00 800.000.000,00 855.000.000,00

56




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR OUTCOME 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME 2024
JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Dinas/Badan yang
Tingkat ketersediaan arsip
Meningkatnya pengelolaan arsip 38 52 52 635.000.000,00 52 690.000.000,00 52 740.000.000,00 52 800.000.000,00 52 855.000.000,00 | menangani Bidang
(Perangkat Daerah) .
Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN
DAN PENYELAMATAN ARSIP 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
. . Persentase cakupan Dinas/Badan yang
Meningkatnya perlindungan dan . X .
. perlindungan dan 100 100 100 20.000.000,00 100 25.000.000,00 100 30.000.000,00 100 35.000.000,00 100 40.000.000,00 | menangani Bidang
penyelamatan arsip
penyelamatan arsip (%) Kearsipan
TOTAL KESELURUHAN 11478791833.00 11484997283.00 11566287833.00 11637587833.00 11697587833.00
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4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN ! OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
223 - URUSAN
PEMERINTAHAN 1.175.404.000,00 1.121.609.450,00 1.147.900.000,00 1.154.200.000,00 1.154.200.000,00
BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02 - PROGRAM
PEMBINAAN 1.152.968.900,00 1.098.609.450,00 1.124.900.000,00 1.131.200.000,00 1.131.200.000,00
PERPUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.01.00
Meningkatnya koleksi bahan| Persentase peningkatan bahan ) )
5 5 201.000.000,00 5 230.609.450,00 5 251.200.000,00 5 251.700.000,00 5] 251.700.000,00 | 00 - Dinas Kearsipan
pustaka pustaka (%)
dan Perpustakaan

2.23.02.2.01 - Pengelolaan
Perpustakaan Tingkat Daerah 721.516.000,00 753.109.450,00 774.200.000,00 775.200.000,00 775.200.000,00
Kabupaten/Kota
Persentase peningkatan bahan|Jumlah  Bahan Perpustakaan 201.000.000,00 230.609.450,00 251.200.000,00 251.700.000,00 251.700.000,00
pustaka yang dikelola dan dikembangkan

untuk

Mewujudkan Keberagaman 2.599 3.000 3.500 4.000 4.500 4.500

Koleksi

Perpustakaan (Eksemplar)

Jumlah perpustakaan umum dan

khusus yang dibina sesuai

kewenangan  Kabupaten/Kota

dalam mewujdukan Standar 10 10 10 10 10 10

Nasional Perpustakaan

(Perpustakaan)

58




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Layanan Perpustakaan
Elektronik yang Dikembangkan
dengan Manajemen Layanan 1 1 1 1 1 1
TIK
(Perpustakaan)
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan
Perpustakaan Umum dan
14.000.000,00 15.609.450,00 15.700.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00
Khusus
Tingkat Kabupaten/Kota
Terlaksananya pembinaan| Jumlah perpustakaan umum dan
perpustakaan umum dan khusus| khusus yang  dibina  sesuai
. y kewenangan  Kabupaten/Kota
sesuai ewenangan i
92N dalam mewujdukan Standar 10 10 14.000.000,00 | 10 15.609.450,00 [ 10 15.700.000,00 | 10 16.000.000,00 | 10 16.000.000,00
Kabupaten/Kota dalam| Nasional Perpustakaan
mewujdukan standar nasional | (Perpustakaan)
perpustakaan
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan
dan Pengembangan Bahan 162.000.000,00 190.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00
Perpustakaan
Terlaksananya Pengelolaan dan | Jumlah  Bahan Perpustakaan
Pengembangan Bahan E/Jiz?kdikelola dan dikembangkan
Perpustakaan Mewujudkan Keberagaman
Kabupaten/Kota untuk| Koleksi 2.599 3.000 162.000.000,00 3.500 190.000.000,00 4.000 210.000.000,00 4.500 210.000.000,00 4.500 210.000.000,00
Mewujudkan Perpustakaan (Eksemplar)
Keberagaman Koleksi
Perpustakaan
2.23.02.2.01.0020 -
Pengembangan dan
25.000.000,00 25.000.000,00 25.500.000,00 25.700.000,00 25.700.000,00
Pemeliharaan Layanan
Perpustakaan Elektronik
Terlaksananya Pengembangan|Jumlah Layanan Perpustakaan
dan Elektronik yang Dikembangkan
dengan Manajemen Layanan
Pemeliharaan Layanan| Tk
1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 1 25.500.000,00 1 25.700.000,00 1 25.700.000,00
Perpustakaan (Perpustakaan)

Elektronik dengan Manajemen
Layanan TIK

59




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Meningkatnya pengelolaan| Persentase perpustakaan yang
perpustakaan sesuai standart ber 10 10 951.968.900,00 10 868.000.000,00 10 873.700.000,00 10 879.500.000,00 10 879.500.000,00

SNP (%)
2.23.02.2.01 - Pengelolaan
Perpustakaan Tingkat Daerah 721.516.000,00 753.109.450,00 774.200.000,00 775.200.000,00 775.200.000,00
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Data dan informasi
Perpustakaan Perpustakaan (Dokumen) 1 1 520.516.000,00 1 522.500.000,00 1 523.000.000,00 1 523.500.000,00 1 523.500.000,00

Jumlah tenaga perpustakaan

yang ditingkatkan kapasitasnya

dan mendapat sertifikasi Tenaga

Perpustakaan dan Pustakawan 100 90 90 90 90 90

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(Orang)

Jumlah Perpustakaan yang

Dikembangkan di Tingkat

Daerah

Kabupaten/Kota Sesuai Standar

10 10 10 10 10 10

Nasional Perpustakaan di

Wilayah

Kabupaten/Kota Sesuai

Kewenangannya (Perpustakaan)

Jumlah  Perpustakaan pada

Satuan

Pendidikan Dasar dan yang

25 25 25 25 25 25

Dilakukan Pembinaan dalam

Mewujudkan Standar Nasional

Perpustakaan (Perpustakaan)
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan
Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan
Dasar di Seluruh Wilayah 127.269.400,00 127.500.000,00 128.000.000,00 128.500.000,00 128.500.000,00

Kabupaten/Kota Sesuai dengan
Standar

Nasional Perpustakaan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
PROGRAM TCOME INDIKATOR TCOME BASELINE
OGRAM /OUTCOME / ORIOUTCOME!/(E NN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Pembinaan|Jumlah  Perpustakaan pada
Perpgs?akaan paqa Satuan Satuan
Pendidikan Dasar Di
i Pendidikan Dasar dan yang
Seluruh Wilayah . ) 25 25 127.269.400,00 25 127.500.000,00 25 128.000.000,00 25 128.500.000,00 25 128.500.000,00
Kabupaten/Kota dalam Dilakukan Pembinaan dalam
Mewujudkan Standar Nasional | Mewujudkan Standar Nasional
Perpustakaan Perpustakaan (Perpustakaan)
2.23.02.2.01.0011 -
Pengembangan
175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengembangan | Jumlah Perpustakaan yang
Perpustakaan di Tingkat Daerah | Dikembangkan di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam| Daerah
Mewujudkan Kabupaten/Kota Sesuai Standar
. . . 10 10 175.000.000,00 10 175.000.000,00 10 175.000.000,00 10 175.000.000,00 10 175.000.000,00
Standar Nasional Perpustakaan | Nasional Perpustakaan di
di Wilayah
Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai | Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya Kewenangannya (Perpustakaan)
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan
Kapasitas Tenaga Perpustakaan
dan 174.844.500,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Peningkatan Jumlah. ) tenaga perpu;takaan
N - yang ditingkatkan kapasitasnya
Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga e
Perpustakaan dan dan mendapat sertifikasi Tenaga
P! ) Perpustakaan dan Pustakawan 100 90 174.844.500,00 90 175.000.000,00 90 175.000.000,00 90 175.000.000,00 90 175.000.000,00
Pustakawan Tingkat Daerah )
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Orang)
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan
Data dan Informasi 43.402.100,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00
Perpustakaan
Terlaksananya Penyusunan Jumlah Data dan informasi
Data dan 1 1 43.402.100,00 1 45.000.000,00 1 45.000.000,00 1 45.000.000,00 1 45.000.000,00

Perpustakaan (Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Informasi Perpustakaan Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02 - Pembudayaan
Gemar
431.452.900,00 345.500.000,00 350.700.000,00 356.000.000,00 356.000.000,00
Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Terlaksananya  Pembudayaan | Mendapatkan
Gemar Penghargaan Gerakan Budaya 420 430 431.452.900,00 430 345.500.000,00 430 350.700.000,00 430 356.000.000,00 430 356.000.000,00
Membaca Gemar Membaca Tingkat
Kabupaten Kota (Orang)
Jumlah Duta Baca/Bunda
Baca/Bunda Literasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota yang 3 3 3 3 3 3
dipilih dan didukung kegiatannya
(Orang)
Jumlah layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial di wilayah
10 5 5 5 5 5
Kabupaten/Kota yang
dikembangkan (Perpustakaan)
Jumlah Lokus Pembudayaan
Kegemaran  Membaca dan
Literasi pada Satuan Pendidikan & 216 216 216 216 216
Dasar dan
Masyarakat (Lokus)
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan
Duta
Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi 137.325.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00
Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pemilihan Duta | Jumlah Duta Baca/Bunda
Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi| Baca/Bunda Literasi Tingkat
3 3 137.325.000,00 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00 3 150.000.000,00

Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Daerah Kabupaten/Kota yang

dipilih dan didukung kegiatannya

(Orang)
2.23.02.2.02.0007 q
Pengembangan 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Terlaksananya Pengembangan| Jumlah layanan perpustakaan
Layanan berbasis inklusi sosial di wilayah
Perpustakaan Berbasis Inklusi| Kabupaten/Kota yang 10 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 55.000.000,00 5 60.000.000,00 5 60.000.000,00
Sosial di dikembangkan (Perpustakaan)
Wilayah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian
Penghargaan Gerakan Budaya
€ 182.127.900,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00

emar

Membaca
Terlaksananya Pemberian| Jumlah Orang yang
Penghargaan Mendapatkan
Gerakan Budaya Gemar| Penghargaan Gerakan Budaya 420 430 182.127.900,00 430 83.000.000,00 430 83.000.000,00 430 83.000.000,00 430 83.000.000,00
Membaca Gemar Membaca Tingkat
Tingkat Kabupaten Kota Kabupaten Kota (Orang)
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi
Budaya
Baca dan Literasi pada Satuan 62.000.000,00 62.500.000,00 62.700.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00
Pendidikan Dasar dan
Masyarakat
Meningkatnya Keterlibatan| Jumlah Lokus Pembudayaan
Satuan K.egemvaran Membaca i 'dan

Literasi pada Satuan Pendidikan
Pendidikan Dasar dan| pasar dan

3 216 62.000.000,00 216 62.500.000,00 216 62.700.000,00 216 63.000.000,00 216 63.000.000,00

masyarakat dalam

Masyarakat (Lokus)

Sosialisasi Budaya Baca dan

Literasi

2.23.03 - PROGRAM

PELESTARIAN 22.435.100,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
KOLEKSI  NASIONAL DAN
NASKAH
KUNO
2.23.2.24.0.00.01.00
Meningkatnya pelestarian koleksi| Persentase peningkatan naskah . i
. X 10 10 22.435.100,00 10 23.000.000,00 10 23.000.000,00 10 23.000.000,00 10 23.000.000,00 | 00 - Dinas Kearsipan
naskah kuno kuno yang dilestarikan (%)
dan Perpustakaan
2.23.03.2.01 - Pelestarian
Naskah Kuno 22.435.100,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
Milik Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Naskah Kuno yang
dimiliki masyarakat yang
Terlaksananya naskah kuno [ dilakukan pengembangan,
1 1 22.435.100,00 1 23.000.000,00 1 23.000.000,00 1 23.000.000,00 1 23.000.000,00
yang terawat pengolahan, pengalihmediaan
untuk dilestarikan dan
didayagunakan (Eksemplar)
2.23.03.2.01.0004 -
Pengembangan,
Pengolahan dan
Pengalihmediaan
o 22.435.100,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00
Naskah Kuno yang Dimiliki oleh
Masyarakat untuk Dilestarikan
dan
Didayagunakan
Terlaksananya Pengembangan, [ Jumlah Naskah Kuno vyang
Pengolahan dan | dimiliki masyarakat yang
Pengalihmediaan dilakukan pengembangan,
o . ) 1 1 22.435.100,00 1 23.000.000,00 1 23.000.000,00 1 23.000.000,00 1 23.000.000,00
Naskah Kuno yang dimiliki Oleh| pengolahan, pengalihmediaan
Masyarakat untuk dilestarikan| untuk dilestarikan dan
dan didayagunakan didayagunakan (Eksemplar)
224 - URUSAN
10.303.387.83 10.363.387.83 10.418.387. 10.483.387. 10.543.387.83
PEMERINTAHAN
3,00 3,00 833,00 833,00 3,00
BIDANG KEARSIPAN
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.24.01 - PROGRAM
PENUNJANG
9.648.387.83 9.648.387.83 9.648.387. 9.648.387. 9.648.387.83
URUSAN PEMERINTAHAN
3,00 3,00 833,00 833,00 3,00
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya Akuntabilitas| i o 2.23.2.24.0.00.01.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja 9.648.387.83 9.648.387.83 9.648.387. 9.648.387. 9.648.387.83
Kinerja _ 74 75 75 76 76 76 00 - Dinas Kearsipan
Perangkat Daerah (Nilai) 3,00 3,00 833,00 833,00 3,00
Perangkat Daerah dan Perpustakaan
2.24.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
o 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
inerja
Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen|Jumlah Dokumen DPA-SKPD 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
Perencanaan, dan
Penganggaran, Evaluasi Kinerja, | Laporan Hasil Koordinasi ’ ’ ; ’ ’ ’
dan Penyusunan Dokumen DPA-
Data Kinerja Perangkat Daerah| SKPD
Yang (Dokumen)
Tepat Waktu dan Substansi Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
1 1 1 1 1 1
Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
(Dokumen)
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan
Laporan Hasil Koordinasi
1 1 1 1 1 1
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan
5] 5] B] 5] & 3

Perangkat Daerah (Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan 12 12 12 12 12 12
Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
1 1 1 1 1 1
Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
(Dokumen)
2.24.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan
20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Perangkat
Daerah
Tersusunnya Dokumen | Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 3 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00 3 20.000.000,00

Perangkat Daerah

2.24.01.2.01.0002 - Koordinasi
dan

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen RKA- d
an
SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen RKA-
Penyusunan
SKPD
Dokumen RKA-SKPD
(Dokumen)

2.24.01.2.01.0003 - Koordinasi
dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan

RKA-SKPD

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
PROGRAM TCOME INDIKATOR TCOME BASELINE
OGRAM /OUTCOME / ORIOUTCOME!/(E NN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersedianya Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD dan Laporan Hasil | Koordinasi Penyusunan
1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Koordinasi Penyusunan | Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
2.24.01.2.01.0004 - Koordinasi
dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA- d
an
SKPD dan
. . .| Laporan Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen DPA-
Penyusunan
SKPD
Dokumen DPA-SKPD
(Dokumen)
2.24.01.2.01.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Perubahan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
DPA- SKPD
Tersedianya Dokumen| Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil
DPA-SKPD dan Laporan Hasil | Koordinasi Penyusunan
o 1 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Koordinasi Penyusunan [ Dokumen
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
2.24.01.2.01.0006 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian|Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Kinerja dan lkhtisar Realisasi| dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil| SKPD dan Laporan  Hasil
Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Laporan 12 12 30.000.000,00 | 12 30.000.000,00 | 12 30.000.000,00 | 12 30.000.000,00 | 12 30.000.000,00

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (Laporan)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.24.01.2.02 - Administrasi
5.549.062.83 5.549.062.83 5.549.062. 5.549.062. 5.549.062.83
Keuangan
3,00 3,00 833,00 833,00 3,00
Perangkat Daerah
Tersedianya Gaiji dan Tunjangan|Jumlah Orang yang Menerima
. . 5.524.062.83 5.524.062.83 5.524.062. 5.524.062. 5.524.062.83
ASN Gaji dan Tunjangan ASN 26 26 26 26 26 26
3,00 3,00 833,00 833,00 3,00
Yang Tepat Waktu (Orang/bulan)
2.24.01.2.02.0001 - Penyediaan
I 5.524.062.83 5.524.062.83 5.524.062. 5.524.062. 5.524.062.83
aji dan
L . 3,00 3,00 833,00 833,00 3,00
Tunjangan ASN
. . . Jumlah Orang yang Menerima
Tersedianya Gaji dan Tunjangan . . 5.524.062.83 5.524.062.83 5.524.062. 5.524.062. 5.524.062.83
Gaji dan Tunjangan ASN 26 26 26 26 26 26
ASN 3,00 3,00 833,00 833,00 3,00
(Orang/bulan)
Tersusunnya Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00
Perangkat Daerah Yang Tepat|Bulanan/ Triwulanan/
Waktu dan Akurat Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi 13 13 13 13 (8 13
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan 1 1 1 1 1 1
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)
2.24.01.2.02.0005 - Koordinasi
dan
Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Akhir
Tahun SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan
Akhir

Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

2.24.01.2.02.0007 - Koordinasi
dan
Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Tersedianya Laporan Keuangan X
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/ Triwulanan/
SKPD dan Laporan Koordinasi| Semesteran
Penyusunan SKPD dan Laporan Koordinasi 13 13 15.000.000,00 13 15.000.000,00 13 15.000.000,00 13 15.000.000,00 13 15.000.000,00
Laporan Keuangan b L K
Bulanan/Triwulanan/Semesteran enyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

SKPD (Laporan)
2.24.01.2.03 - Administrasi
Barang Milik 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Daerah pada Perangkat Daerah
Tersusunnya Laporan| Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Pengelolaan Penyusunan Laporan Barang
Barang Milik Daerah pada| Milik

2 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00
Perangkat Daerah pada SKPD (Laporan)
Daerah Yang Tepat Waktu dan
Akurat
2.24.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi
dan
Penyusunan Laporan Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Milik
Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang|Penyusunan Laporan Barang
Milik Milik 2 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00 2 12.000.000,00
ili

Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD (Laporan)
2.24.01.205 - Administrasi
Kepegawaian 19.325.000,00 19.325.000,00 19.325.000,00 19.325.000,00 19.325.000,00

Perangkat Daerah
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya administrasi| Jumlah Paket Pakaian Dinas 19.325.000,00 19.325.000,00 19.325.000,00 19.325.000,00 19.325.000,00
kepegawaian beserta Atribut Kelengkapan 41 41 41 41 41
Perangkat Daerah yang| (Paket)
memadai Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan 45 45 45 45 45
Perundang-Undangan (Orang)
2.24.01.2.05.0002 - Pengadaan
Pakaian
. . 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00
Dinas beserta Atribut|
Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas|Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta beserta Atribut Kelengkapan 41 12.300.000,00 41 12.300.000,00 41 12.300.000,00 41 12.300.000,00 41 12.300.000,00
Atribut Kelengkapan (Paket)
2.24.01.2.05.0010 - Sosialisasi
Peraturan 7.025.000,00 7.025.000,00 7.025.000,00 7.025.000,00 7.025.000,00
Perundang-Undangan
Terlaksananya Sosialisasi| Jumlah Orang yang Mengikuti
Peraturan Sosialisasi Peraturan 45 7.025.000,00 45 7.025.000,00 45 7.025.000,00 45 7.025.000,00 45 7.025.000,00
Perundang-Undangan Perundang-Undangan (Orang)
2.24.01.2.06 - Administrasi
Umum 495.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00
Perangkat Daerah
Tersedianya Peralatan dan Jumlah Laporan 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00
Perlengkapan Pelayanan| Penyelenggaraan
e Y DEETEE 12 12 12 12 12 12
Perkantoran Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Yang Layak Pakai SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 12 12 12 12
Jumlah Paket Peralatan Rumah
12 12 12 12 12 12

Tangga yang Disediakan (Paket)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 12 12 12 12
Jumlah Paket Barang Cetakan
dan
12 12 12 12 12 12
Penggandaan yang Disediakan
(Paket)
Jumlah Paket Komponen
Instalasi
12 12 12 12 12 12
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 12 12 12 12 12 12
Disediakan (Paket)
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan
12 12 12 12 12 12
Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)
2.24.01.2.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Listrik/Penerangan ~ Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Komponen
Tersedianya Komponen Instalasi Instalasi
nstalasi
Listrik/Penerangan  Bangunan| = 12 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kantor yang Disediakan (Paket)
2.24.01.2.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan| 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 12 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00

Perlengkapan Kantor

Disediakan (Paket)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.24.01.2.06.0003 - Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00
. Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tersedianya Peralatan Rumah|
Tangga yang Disediakan (Paket) 12 12 11.000.000,00 12 11.000.000,00 12 11.000.000,00 12 11.000.000,00 12 11.000.000,00
Tangga
2.24.01.2.06.0004 - Penyediaan|
Bahan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00
Logistik Kantor
Tersedianya Bahan  Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik
Kant Kantor yang Disediakan (Paket) 12 12 105.000.000,00 12 105.000.000,00 12 105.000.000,00 12 105.000.000,00 12 105.000.000,00
antor
2.24.01.2.06.0005 - Penyediaan|
Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
Cetakan dan Penggandaan
. Jumlah Paket Barang Cetakan
Tersedianya Barang Cetakan d
an
dan L 12 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00 12 12.000.000,00
Penggandaan yang Disediakan
Penggandaan
(Paket)
2.24.01.2.06.0006 - Penyediaan
Bahan
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan | dan Peraturan
12 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00 12 15.000.000,00
Peraturan Perundang-undangan | Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)
2.24.01.2.06.0008 - Fasilitasi
Kunjungan 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
Tamu
Terlaksananya Fasilitasi| Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Kunjungan Tamu (Laporan) 12 12 17.000.000,00 12 17.000.000,00 12 17.000.000,00 12 17.000.000,00 12 17.000.000,00
Tamu
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.24.01.2.06.0009 g
Penyelenggaraan
250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Terlaksananya Penyelenggaraan|
Penyelenggaraan
Rapat o . 12 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00 12 250.000.000,00
o . Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD (Laporan)
Tersusunnya Laporan| Jumlah Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00
Penatausahaan Penatausahaan
12 12 12 12 12 12
Perkantoran Yang Tepat Waktu| Arsip Dinamis pada SKPD
dan Akurat (Dokumen)
Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan 12 12 12 12 12 12
Berbasis Elektronik pada SKPD
(Dokumen)
2.24.01.2.06.0010 E
Penatausahaan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen|
Terlaksananya Penatausahaan|
Penatausahaan
Arsip o . 12 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00
Arsip Dinamis pada SKPD
Dinamis pada SKPD
(Dokumen)
2.24.01.2.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem
. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan
Terlaksananya Dukungan .
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis| Pemerintahan 12 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00 12 20.000.000,00
Elektronik Berbasis Elektronik pada SKPD
pada SKPD
(Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

2.24.01.2.07 - Pengadaan
Barang Milik 1.370.000.00 1.370.000.000 1.370.000.0 1.370.000.0 1.370.000.000
Daerah Penunjang Urusan| 0,00 ,00 00,00 00,00 ,00
Pemerintah Daerah
Tersedianya Barang Milik| Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1.370.000.00 1.370.000.000 1.370.000.0 1.370.000.0 1.370.000.000
Daerah pada Bangunan Lainnya yang 1 1 0,00 1 ,00 1 00,00 1 00,00 1 ,00
Perangkat Daerah Yang Layak| Disediakan (Unit)
Pakai Jumlah Unit Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan yang 1 1 1 1 1 1

Disediakan (Unit)

Jumlah Unit Kendaraan

Perorangan

1 1 1 1 1 1

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Disediakan (Unit)

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin

Lainnya yang Disediakan (Unit) 25 6 6 6 6 6

Jumlah  Unit Sarana dan

Prasarana

Pendukung Gedung Kantor atau 3 3 3 3 3 &

Bangunan Lainnya yang

Disediakan (Unit)

Jumlah Paket Mebel yang

Disediakan (Unit) 2 2 2 2 2 2
2.24.01.2.07.0001 - Pengadaan
Kendaraan Perorangan Dinas|

q 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Kendaraan| Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas|
Jabatan

Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Disediakan (Unit)

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.24.01.2.07.0002 - Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional
q 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
atau
Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Tersedianya Kendaraan Dinas
. Operasional atau Lapangan yang 1 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00 1 30.000.000,00
Operasional atau Lapangan
Disediakan (Unit)
2.24.01.2.07.0005 - Pengadaan
_—— 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
el
Jumlah Paket Mebel yang
Tersedianya Mebel Disediakan (Unit) 2 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00
2.24.01.2.07.0006 - Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00
Tersedianya  Peralatan  dan| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 25 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00 6 200.000.000,00
Lainnya
2.24.01.2.07.0009 - Pengadaan
i 1.000.000.00 1.000.000.000 1.000.000.0 1.000.000.0 1.000.000.000
e
. 0,00 ,00 00,00 00,00 ,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Tersedianya Gedung Kantor atau 1.000.000.00 1.000.000.000 1.000.000.0 1.000.000.0 1.000.000.000
. Bangunan Lainnya yang 1 1 1 1 1 1
Bangunan Lainnya 0,00 ,00 00,00 00,00 ,00
Disediakan (Unit)
2.24.01.2.07.0011 - Pengadaan
Sarana dan Prasarana
90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah  Unit Sarana dan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana
Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau 3 3 90.000.000,00 3 90.000.000,00 3 90.000.000,00 3 90.000.000,00 3 90.000.000,00

Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Bangunan
Disediakan (Unit)

Lainnya yang
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.24.01.2.08 - Penyediaan Jasa
1.213.000.00 1.213.000.000 1.213.000.0 1.213.000.0 1.213.000.000
Penunjang Urusan
0,00 ,00 00,00 00,00 ,00
Pemerintahan Daerah
Tersedianya Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan 1.213.000.00 1.213.000.000 1.213.000.0 1.213.000.0 1.213.000.000
Perkantoran Yang Memadai Jasa 12 12 0,00 12 ,00 12 00,00 12 00,00 12 ,00
Surat Menyurat (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
12 12 12 12 12 12
dan
Listrik yang Disediakan
(Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan|
12 12 12 12 12 12
Perlengkapan  Kantor  yang
Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa
12 12 12 12 12 12
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan (Laporan)
2.24.01.2.08.0001 - Penyediaan
Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa| Jumlah Laporan Penyediaan
Surat Jasa 12 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00 12 3.000.000,00
Menyurat Surat Menyurat (Laporan)
2.24.01.2.08.0002 - Penyediaan
Jasa
495.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00 495.000.000,00
Komunikasi, Sumber Daya Airj
dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan
Tersedianya Jasa Komunikasi, J
asa
Sumber 12 12 495.000.000,00 12 495.000.000,00 12 495.000.000,00 12 495.000.000,00 12 495.000.000,00

Daya Air dan Listrik

Komunikasi, Sumber Daya Air|

dan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Listrik yang Disediakan|
(Laporan)
2.24.01.2.08.0003 - Penyediaan|
Jasa
35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
Peralatan dan Perlengkapan|
Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Tersedianya Jasa Peralatan dan | Jasa Peralatan dan|
12 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00 12 35.000.000,00
Perlengkapan Kantor Perlengkapan  Kantor  yang
Disediakan (Laporan)
2.24.01.2.08.0004 - Penyediaan|
Jasa 680.000.000,00 680.000.000,00 680.000.000,00 680.000.000,00 680.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan
Tersedianya Jasa Pelayanan| J
asa
Umum 12 12 680.000.000,00 12 680.000.000,00 12 680.000.000,00 12 680.000.000,00 12 680.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor yang
Kantor
Disediakan (Laporan)
2.24.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik
i 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
Daerah  Penunjang  Urusan|
Pemerintahan Daerah
Terlaksananya Perawatan| Jumlah Kendaraan Dinas 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00
Barang Milik Operasional atau Lapangan yai
g Mili perasi u Lapangan yang 17 1 1 11 11 11
Daerah pada Perangkat Daerah| Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Yang dan Perizinannya (Unit)
Layak Pakai Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit) 38 40 40 40 40 40
Jumlah Mebel yang Dipelihara
(Unit) 30 30 30 30 30 30
Jumlah Kendaraan Perorangan
- 2 2 2 2 2
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya (Unit)

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang 3 2 2 2 2 2

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
2.24.01.2.09.0001 - Penyediaan|
Jasa
Pemeliharaan, Biaya|
Pemeliharaan, dan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Pajak Kendaraan Perorangan|
Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan,| Jumlah Kendaraan Perorangan
Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan dan Pajak| Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00 2 20.000.000,00
Perorangan Dinas atau|
Kendaraan Dinas Jabatan
2.24.01.2.09.0002 - Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan, Biaya|
Pemeliharaan, 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Pajak dan Perizinan Kendaraan|
Dinas
Operasional atau Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan,| Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya Operasional atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan| Dipelihara dan dibayarkan Pajak| 17 11 250.000.000,00 11 250.000.000,00 11 250.000.000,00 11 250.000.000,00 11 250.000.000,00
Perizine‘m Kendaraan  Dinas| dan Perizinannya (Unit)
Operasional atau
Lapangan
2.24.01.2.09.0005 -

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Pemeliharaan Mebel
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya  Pemeliharaan Jumlah Mebel yang Dipelihara
Mebel (Unit) 30 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00 30 30.000.000,00
ebel
2.24.01.2.09.0006 -
Pemeliharaan 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00
Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya  Pemeliharaan | Jumlah Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara (Unit) 38 40 110.000.000,00 40 110.000.000,00 40 110.000.000,00 40 110.000.000,00 40 110.000.000,00
2.24.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
@ 490.000.000,00 490.000.000,00 490.000.000,00 490.000.000,00 490.000.000,00
edung
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya yang
o . o 3 2 490.000.000,00 2 490.000.000,00 2 490.000.000,00 2 490.000.000,00 2 490.000.000,00
Gedung Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.24.02 - PROGRAM
PENGELOLAAN 635.000.000,00 690.000.000,00 740.000.000,00 800.000.000,00 855.000.000,00
ARSIP
. . . 2.23.2.24.0.00.01.00
. .| Tingkat ketersediaan arsip . i
Meningkatnya pengelolaan arsip ® - h) 38 52 635.000.000,00 52 690.000.000,00 52 740.000.000,00 52 800.000.000,00 52 855.000.000,00 | 00 - Dinas Kearsipan
erangkat Daeral
€ dan Perpustakaan
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip
Dinamis Daerah 335.000.000,00 370.000.000,00 400.000.000,00 440.000.000,00 475.000.000,00
Kabupaten/Kota
Terlaksananya pengelolaan | Jumlah OPD kab/kota, BUMD 335.000.000,00 370.000.000,00 400.000.000,00 440.000.000,00 475.000.000,00
arsip dinamis kab/kota, ORMAS/ORPOL
kab/kota, dan LKD kab/kota - 52 52 52 52 52
telah mengimplementasi
pengelolaan
arsip dinamis (Instansi)
Jumlah Arsiparis yang dipilih
dan didukung kegiatannya - 3 3 3 3 3
(Orang)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
52 52 52 52 52 52
Arsip Dinamis Kewenangan
Kabupaten/Kota (Laporan)
Jumlah Naskah Dinas yang
Diciptakan ~ dan  Digunakan 20 52 52 52 52 52
(Berkas)
Jumlah Naskah Dinas yang
Dilakukan Pemeliharaan dan 900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Penyusutan (Berkas)
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan
dan 50.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00
Penggunaan Arsip Dinamis
Terkelolanya Penciptaan dan Jumlah Naskah Dinas yang
Penggunaan Arsip Dinamis Diciptakan ~ dan  Digunakan 20 52 50.000.000,00 52 55.000.000,00 52 60.000.000,00 52 65.000.000,00 52 70.000.000,00
(Berkas)
2.24.02.2.01.0002 o
Pemeliharaan dan 100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00
Penyusutan Arsip Dinamis
_ Jumlah Naskah Dinas yang
Terkelolanya Pemeliharaan dan
Dilakukan Pemeliharaan dan 900 10.000 100.000.000,00 | 10.000 110.000.000,00 | 10.000 120.000.000,00 | 10.000 130.000.000,00 | 10.000 140.000.000,00
Penyusutan Arsip Dinamis
Penyusutan (Berkas)
2.24.02.2.01.0003 o
Pengawasan Arsip
. . 55.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00
Dinamis Kewenangan
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengawasan | Jumlah Laporan Hasil
Arsip Pengawasan
52 52 55.000.000,00 52 60.000.000,00 52 65.000.000,00 52 70.000.000,00 52 75.000.000,00
Dinamis Kewenangan | Arsip Dinamis Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Laporan)

2.24.02.2.01.0007 - Pemilihan
Arsiparis

Teladan

80.000.000,00

90.000.000,00

95.000.000,00

110.000.000,00

120.000.000,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Terlaksananya Pemilihan | Jumlah  Arsiparis yang dipilih
Avrsiparis dan  didukung  kegiatannya - 3 80.000.000,00 3 90.000.000,00 3 95.000.000,00 3 110.000.000,00 3 120.000.000,00
Teladan (Orang)
2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan
Kearsipan kewenangan 50.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Implementasi Jumiah OPD kab/kota, BUMD
Pengelolaan Arsip Dinamis pada | kab/kota, ORMAS/ORPOL
ORMAS, ORPOL. OPD/SKPD,| kab/kota, dan LKD kablkota telah - 52 50.000.000,00 52 55.000.000,00 52 60.000.000,00 52 65.000.000,00 52 70.000.000,00

mengimplementasi pengelolaan
BUMD arsip dinamis (Instansi)
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip
Statis 65.000.000,00 75.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 105.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya pengelolaan arsip| Jumlah penerbitan naskah 65.000.000,00 75.000.000,00 85.000.000,00 95.000.000,00 105.000.000,00
statis sumber 1 1 1 1 1 1

Arsip (Naskah)

Jumlah Arsip Statis yang

Dilakukan Akusisi, Pengolahan,

500 500 500 500 500 500

Preservasi dan Akses Arsip

Statis (Arsip)
2.24.02.2.02.0003 E
Pengembangan

. . . 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00
Khazanah Arsip Statis melalui
Penerbitan naskah sumber Arsip|
Terlaksananya Pengembangan | Jumlah penerbitan naskah
Khazanah Arsip Statis melalui | sumber 1 1 25.000.000,00 1 30.000.000,00 1 35.000.000,00 1 40.000.000,00 1 45.000.000,00
Penerbitan naskah sumber Arsip| Arsip (Naskah)
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi,
Pengolahan, Preservasi, dan| 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00
Akses Arsip Statis
Terlaksananya Akusisi, Jumlah  Arsip  Statis  yang
b ah Dilakukan Akusisi, Pengolahan, 500 500 40.000.000,00 500 45.000.000,00 500 50.000.000,00 500 55.000.000,00 500 60.000.000,00
engolahan,

81




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Preservasi dan Akses Arsip| Preservasi dan Akses Arsip
Statis Statis (Arsip)
2.24.02.2.03 - Pengelolaan|
Simpul
Jaringan Informasi Kearsipan 235.000.000,00 245.000.000,00 255.000.000,00 265.000.000,00 275.000.000,00
Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengelolaan| Jumlah Layanan Penyediaan 235.000.000,00 245.000.000,00 255.000.000,00 265.000.000,00 275.000.000,00
Simpul Informasi, Akses dan Layanan
Jaringan Informasi Kearsipan| Kearsipan Tingkat Daerah 50 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Nasional Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Tingkat Kabupaten/Kota (Pengguna)

Jumlah Laporan Hasil

Pemberdayaan Kapasitas Unit

Kearsipan dan Lembaga

Kearsipan 1 4 4 4 4 4

Daerah Kabupaten/Kota

(Laporan)
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan
Informasi, Akses dan Layanan
Kearsipan 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Melalui JIKN
Tersedianya Informasi, Akses|Jumlah Layanan Penyediaan
dan Informasi, Akses dan Layanan
Layanan Kearsipan  Tingkat| Kearsipan Tingkat Daerah 50 12.000 35.000.000,00 [ 12.000 40.000.000,00 | 12.000 45.000.000,00 | 12.000 50.000.000,00 | 12.000 55.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)
2.24.02.2.03.0002 -
Pemberdayaan
Kapasitas Unit Kearsipan dan

200.000.000,00 205.000.000,00 210.000.000,00 215.000.000,00 220.000.000,00

Lembaga
Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
KETERANGAN
BIDANG URUSAN / DAERAH
BASELINE
PROGRAM /OUTCOME /| INDIKATOR OUTCOME / TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030
KEGIATAN / OUTPUT
2024
SUBKEGIATAN OUTPUT
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Laporan Hasil
Terlaksananya Pemberdayaan|
Pemberdayaan Kapasitas Unit
Kapasitas
Kearsipan dan Lembaga
Unit Kearsipan dan Lembaga K . 15 4 200.000.000,00 4 205.000.000,00 4 210.000.000,00 4 215.000.000,00 4 220.000.000,00
earsipan
Kearsipan P
Daerah Kabupaten/Kota|
Daerah Kabupaten/Kota
(Laporan)
2.24.03 - PROGRAM
PERLINDUNGAN 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
DAN PENYELAMATAN ARSIP
. . Persentase cakupan 2.23.2.24.0.00.01.00
Meningkatnya perlindungan dan . . i
I o . perlindungan dan penyelamatan 100 100 20.000.000,00 100 25.000.000,00 100 30.000.000,00 100 35.000.000,00 100 40.000.000,00 | 00 - Dinas Kearsipan|
enyelamatan arsi
Ty E arsip (%) dan Perpustakaan
2.24.03.2.01 - Pemusnahan
Arsip
Dilingkungan Pemerintah
Daerah 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
Kabupaten/Kota yang Memiliki
Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Jumlah Arsip yang Dilakukan
Tersedianya arsi an Penilaian, Penetapan dan
c w8 amslp - YaN9| pelaksanaan Pemusnahan Arsip| 5 goo 2.000 20.000.000,00 [ 2.000 25.000.000,00 | 2.000 30.000.000,00 [ 2.000 35.000.000,00 [ 2.000 40.000.000,00
dilindungi dan diselamatkan yang Memiliki Retensi di Bawah
10
(Sepuluh) Tahun (Arsip)
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian,
Penetapan dan Pelaksanaan
fﬂi’;‘j‘i’lfgaha” MEp v 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00
Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun
Tersusunnya Daftar Penilaian, | Jumlah Arsip yang Dilakukan
Penetapan dan Pelaksanaan Penilaian, Penetapan dan
Pemusnahan  Arsip  yang| Pelaksanaan Pemusnahan Arsip) ) 2.000 20.000.000,00 | 2.000 25.000.000,00 |  2.000 30.000.000,00 | 2.000 35.000.000,00 | 2.000 40.000.000,00

Memiliki
Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun

yang Memiliki Retensi di Bawah
10
(Sepuluh) Tahun (Arsip)
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TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01) (02)

(03)

(04)

(05)

2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1. 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN

Meningkatnya koleksi bahan Pustaka

2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya pengelolaan perpustakaan

sesuai standart

2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan
Perpustakaan pada Satuan Pendidikan
Dasar di Seluruh

Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan

Standar Nasional Perpustakaan

2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan
Perpustakaan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya koleksi bahan Pustaka

2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan
Perpustakaan
Khusus

Umum dan Tingkat

Kabupaten/Kota

Meningkatnya pengelolaan perpustakaan

sesuai standart

2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas
Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan

Informasi Perpustakaan

Meningkatnya koleksi bahan Pustaka

2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan

Pengembangan Bahan Perpustakaan

2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan
Pemeliharaan

Elektronik

Layanan Perpustakaan

Meningkatnya pengelolaan perpustakaan

sesuai standart

2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar
Membaca

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta
Baca/Bunda
Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi

Berbasis Inklusi Sosial

2.23.02.2.02.0009 - Pemberian
Penghargaan

Gerakan Budaya Gemar Membaca

2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya
Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan

Dasar dan Masyarakat

2. 2.23.03 -
KOLEKSI
NASIONAL DAN NASKAH KUNO

PROGRAM

PELESTARIAN

Meningkatnya pelestarian koleksi naskah

kuno

2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno
Milik
Daerah Kabupaten/Kota
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan,
Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah
Kuno

untuk

yang Dimiliki oleh Masyarakat

Dilestarikan dan Didayagunakan

2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Meningkatnya pengelolaan arsip

2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis
Daerah Kabupaten/Kota

2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan

Penggunaan Arsip Dinamis

2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan

Penyusutan Arsip Dinamis

2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip
Dinamis

Kewenangan Kabupaten/Kota

2.24.02.2.01.0007 - Pemilihan Arsiparis

Teladan

2.24.02.2.01.0010 - Pembinaan Kearsipan

kewenangan Kabupaten/Kota

2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP

Meningkatnya perlindungan

penyelamatan arsip

dan

2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip
Dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)

Tahun

2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan
dan
Pelaksanaan Pemusnahan
Memiliki

Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Arsip yang

85




4.3

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja

Utama (IKU) Perangkat Daerah

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENSTRA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET TAHUN
BASELINE TAHUN|
NO INDIKATOR
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)
1. 2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
2. Persentase perangkat daerah yang tertib pengelolaan | % 73,07 100 100 100 100 100 100
arsip
3. Persentase peningkatan pemustaka 42,12 10 10 10 10 10 10
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4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja

Kunci (IKK)

RENSTRA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indeks hasil pengawasan kearsipan pada

lingkup pemerintahan daerah

Nilai

90,02

90,03

90,04

90,05

90,06

90,07

90,08

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah
dan pertanggungjawaban nasional) Pasal
40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor
43

Tahun 2009 tentang Kearsipan

85

86

86,25

86,5

87

87,25

87,5

Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip
sebagai bahan pertanggungjawaban setiap
aspek kehidupan berbangsa bernegara
kepentingan pemerintahan, untuk negara,
pelayanan publik dan kesejahteraan

rakyat

100

100

100

100

Nilai  tingkat kegemaran membaca

Masyarakat

Nilai

77,26

77,5

78

78,25

78,5

79

79,5
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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjaberan RPJMD Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuar, sasaran, program dan
kegiatan pembangunan dalam rangks pelaksanzan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintzhan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasarzan, program dan kegiatan
pembangunan dalam Renstra Perangkat Dazerzh dimaksud diselaraskan
dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana
strategis kementerian atzu lembaga pemerinizah nonkementerian untuk
lercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud dihzrapkan dapat
mewujudkan perencanaan pembangunan dzerzh vang berorientasi hasil
(result oriented) dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan
tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakehoiders) pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana
Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Tzahun
2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan
Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerzh berbasis
manajemen risiko pembangunan daersh sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi
urusan pemerintahar. daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
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